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TENTANG
PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENKEU. Penggunaan Senjata Api

Dinas.

Menimbang

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (9)
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang
Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk
mengatur penggunaan senjata api dinas setelah
memperoleh pertimbangan Menteri Pertahanan dan/atau
Panglima Tentara Nasional Indonesia;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri
Keuangan telah mendapatkan pertimbangan dari
Panglima TNI dan berkoordinasi dengan Kementerian
Pertahanan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api
Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
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Mengingat

Menetapkan

Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata
Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3652);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN
SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai.

3. Senjata Api Dinas adalah senjata api perlengkapan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk suku
cadang dan amunisinya, baik senjata api non standar
militer maupun senjata api standar militer serta
Peralatan Keamanan.

4. Peralatan Keamanan adalah peralatan yang digunakan
untuk keperluan keamanan, yang digolongkan sama

dengan senjata api.
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Peralatan Lain adalah peralatan selain Senjata Api Dinas
yang dapat digunakan untuk melindungi diri atau
memiliki dampak yang dapat menghentikan tindakan
seseorang, sekelompok orang atau sarana pengangkut.
Kapal Patroli adalah kapal laut dan/atau kapal udara
milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin
oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai komandan patroli,
yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di
Daerah  Pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Sarana Pengangkut adalah kendaraan atau angkutan
melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk
mengangkut barang atau orang.

Izin Penguasaan Pinjam Pakai adalah izin untuk
menguasai dan mempergunakan senjata api dan/atau
Peralatan Keamanan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai perizinan
senjata api.

Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas adalah
izin untuk mengangkut dan/atau menggunakan Senjata
Api Dinas ke luar wilayah kerja.

Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi
Bea dan Cukai, dan Balai Pengujian dan Identifikasi
Barang.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Pejabat Bea Dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan
Undang-Undang Cukai.

Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut
Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang

pertahanan.
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15.

(1)

(2)

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
TNI adalah alat negara yang berperan dalam tugas
pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer
maupun ancaman bersenjata.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-
Undang Cukai, dan/atau peraturan perundang-
undangan lain, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal
Patroli dapat dilengkapi dan/atau menggunakan Senjata
Api Dinas.

Dalam hal terdapat keadaan tertentu yang ada
hubungannya dengan tugas dan kewenangan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai
dan/atau Kapal Patroli juga dapat dilengkapi dan/atau

menggunakan Senjata Api Dinas.

BAB II
JENIS SENJATA API DINAS

Pasal 3

Jenis Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

meliputi:

a.

Senjata api standar militer, terdiri atas:

1. senjata api laras pendek; dan

2. senjata api laras panjang;

Senjata api standar non militer, terdiri dari:
1. senjata api laras pendek; dan

2. senjata api laras panjang; dan

Peralatan Keamanan, meliputi:
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1. Senjata gas air mata;
2. senjata kejut listrik; dan

3. senjata isyarat.

BAB III
PENGGUNAAN SENJATA API DINAS

Bagian Kesatu

Syarat Penggunaan Senjata Api Dinas

Pasal 4

Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli yang

dilengkapi dengan Senjata Api Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki:

a. Izin Penguasaan Pinjam Pakai; dan

b. Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas.

Izin Penguasaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh:

a. Menteri Pertahanan atas rekomendasi Panglima TNI
untuk senjata api standar militer; atau

b. Kepala POLRI, sesuai dengan kewenangannya untuk
senjata api standar non militer dan Peralatan
Keamanan.

Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku

ketentuan:

a. untuk senjata api standar militer, pemberian izin
mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan
Kemhan dan/atau TNI; atau

b. untuk senjata api standar non militer dan Peralatan
Keamanan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau

Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 5

Pejabat Bea dan Cukai dapat diberikan Izin

Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas standar
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